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PUTUSAN

Nomor 1590/Pdt.G/2023/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT : Ttl, Jia, 02-11-1998, umur 24  tahun, agama  Islam, pendidikan

terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nik:

5206064211980003,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN BIMA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT :  Ttl,  Sangia,  16-02-2000,  umur  23  tahun,  pendidikan  terakhir

SLTP, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Nik:

5206061602001005,  tempat  kediaman  di  xxxxx

xxxxxxxx, Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  03

Oktober  2023 yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  1590/Pdt.G/2023/PA.Bm,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

menikah secara syariat  Islam, pada tanggal  03 Mei  2018  di   Desa Jia

Kecamatan Sape Kabupaten Bima sesuai dengan surat keterangan Nikah
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dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sape  Kabupaten  Bima  Nomor:

682/Kua.18.06/10/PW.01/IX/2023 tanggal 26-09-2023;.....................

2. Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah  /  saudara

kandung dari Penggugat yang bernama: wali dengan mahar berupa emas

2 gram sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah saksi dan saksi ;

3. Bahwa saat nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus

jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk

melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon

pengesahan  (Itsbat)  nikah  dari  Pengadilan  Agama  dalam  rangka

perceraian;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bima. 

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat  dengan Tergugat  telah

melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai  1 orang

anak yang bernama: anak tersebut   tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa setelah  hidup bersama  sebagaimana  posita nomor  2  di  atas

pada tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan

Penggugat dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya

suami isteri sampai sekarang;

7. Bahwa sejak tahun 2020 antara  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

berpisah  secara  bertutut-turut sampai  dengan sekarang dan  selama  itu

Tergugat    tidak  pernah   memberikan   nafkah  lahir  batin   kepada

Penggugat;

8. Bahwa  oleh  karena  kehidupan   rumah   tangga   Penggugat  dengan

Tergugat  sudah   sedemikian   rupa   sifatnya,   maka   Penggugat

menganggap  sudah  tidak  dapat dipertahankan  lagi  dan  mohon agar

menjatuhkan  talak   satu  Bain  Sughra Tergugat   terhadap  Penggugat   di

depan sidang  Pengadilan  Agama  Bima;

9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya dinasehati oleh

keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
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10. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  mungkin  dapat  dipertahankan  lagi

sehingga  Penggugat  menderita  lahir  batin,  maka  Penggugat  bermaksud

memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

11. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai

aturan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  agama  Cq.  Majelis  Hakim  agar  menerima,

memeriksa dan mengadili  perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A.  PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan  sah  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  yang

dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2018  di  Kabupaten Bima;

3. Menjatukan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  atas  diri

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

B.  SUBSIDAIR:

Dan  atau  menjatuhkan  putusan  lain  yang  seadil-adilnya  berdasarkan

pertimbangna majelis Hakim.

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  membacakan  pengumuman  rencana  itsbat

nikah Penggugat dan Tergugat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,

namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan

ke  Pengadilan  Agama Bima  sehubungan  dengan  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
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Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasehati  Penggugat  agar

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak

berhasil;

Bahwa  atas  penasehatan Majelis  Hakim,  Penggugat  menyatakan tidak

mencatatkan  pernikahan,  oleh  karena  pada  saat  dilangsungkan  pernikahan,

Tergugat masih belum cukup umur dan sekarang Tergugat telah menikah lagi

secara tercatat dengan perempuan lain;

Bahwa setelah  dicermati  dari  identitas  Tergugat  bahwa Tergugat  saat

menikah masih  berusia  18  tahun belum memenuhi  syarat  pernikahan  yakni

Tergugat belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  hal-ihwal

sebagaimana termuat dalam berita  acara sidang perkara ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  atas  penasehatan  Majelis  Hakim,  Penggugat

mendalilkan  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  tercatat  oleh  karena

masih ada syarat pernikahan yang tidak terpenuhi yakni Tergugat masih belum

mencapai umur 19 tahun;   

Menimbang,  bahwa  menurut  Pasal  311  R.Bg., dinyatakan  bahwa

“Pengakuan yang  dilakukan di  depan  hakim merupakan bukti  lengkap,  baik

terhadap  yang  mengemukakannya  secara  pribadi,  maupun  lewat  seorang

kuasa khusus”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta tersebut  diatas,  terbukti  bahwa

Tergugat melakukan perkawinan pada tahun 2018 masih belum mencapai umur
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19 tahun, sehingga bertentangan ketentutan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi  “ Perkawinan hanya

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan

pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”  jo. Pasal 15 ayat

(1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih belum mencapai usia

pernikahan,  seharusnya  Penggugat  dan  Tergugat  sebelum  melangsungkan

pernikahan  terlebih  dahulu  mengajukan  Dispensasi  Nikah  ke  Pengadilan

Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

7 Tahun 2012 bahwa “Isbat Nikah Atas Perkawinan Siri Pada prinsipnya nikah

siri  dapat  diisbatkan  sepanjang  tidak  melanggar  undang-undang.  Ketentuan

hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Panitera  Mahkamah  Agung

Nomor  231/PAN/HK.05/1/2019  tanggal  30  Januari  2019  angka  1.b  yang

berbunyi  “syarat  administrasi  tersebut  untuk  dibawah  umur  harus  ada  izin

dispensasi dari Pengadilan dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan

seperti  itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan

setelah  memenuhi  syarat  maka  mereka  harus  menikah  ulang  atau

memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  gugatan  Penggugat  mohon  agar

perkawinannya  dapat  disahkan  oleh  Pengadilan  Agama,  patut  dinyatakan

ditolak;

Menimbang, bahwa oleh pengesahan pernikahan ditolak, maka gugatan

perceraian juga dinyatakan ditolak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas,  maka  gugatan  Penggugat  dinyatakan  ditolak  seluruhnya  dengan

verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989  Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang
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telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta

perubahan  kedua Undang-Undang Nomor  50  tahun 2009,  maka  Penggugat

dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Nomor: 7 tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama  dan  perubahannya  serta  segala  ketentuan

perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  dalil  syar'i  yang  berkaitan  dengan

perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap dipersidangan, tidak hadir;  

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek; 

3.  Membebankan kepada  Penggugat  untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Bima pada hari  Senin tanggal  23 Oktober 2023  Miladiyah

bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul

Amanah,  S.H.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Uswatun  Hasanah,  S.HI.  dan

Solatiah,  S.H.I., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Arifuddin

Yanto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Uswatun Hasanah, S.HI.      Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd
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Solatiah, S.H.I. Panitera Pengganti,

ttd

Arifuddin Yanto, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000
b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000
c. Redaksi : Rp 10.000

2. Biaya Proses : Rp. 75.000
3. Panggilan : Rp. 370.000
4. Meterai : Rp 10.000

Jumlah : Rp 515.000
 ( lima ratus lima belas ribu rupiah )
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


